BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis dalam Bab Il dan Bab Il tersebut di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi Perlindungan Hukum Pangan Lokal sebagai upaya untuk mempertahankan dan
memenuhi kecukupan pangan adalah perlindungan hukum terhadap pangan lokal merupakan
wujud perlindungan hak asasi manusia untuk hidup sehat dan berkualitas. Pangan lokal
mencirikan keunikan daerah, bernilai komoditi, dan merupakan asset daerah yang harus
dikembangkan dan dilestarikan. Terdapat sejumlah persoalan terkait pangan lokal yang
membutuhkan konstruksi hukum sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial guna
tercapainya ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, sehingga tercipta ketahanan
pangan yang dapat dinikmati secara adil bagi seluruh masyarakat.

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pangan Lokal Berdasar Prinsip Keadilan, meliputi
pengaturan tentang proses produksi, distribusi, pemasaran, budidaya pangan lokal,
perlindungan paten dan rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan konsumen
pangan lokal serta jaminan keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk Undang-
Undang tentang pangan lokal mencakup perlindungan merk dagang pangan lokal, hak paten
pangan lokal, dan menjamin ketersediaan pangan secara berkesinambungan. Pemerintah
turut bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Penyelesaian sengketa terkait persoalan
pangan lokal diselesaikan dengan mengutamakan mediasi para pihak. Pada tingkat litigasi,
memberlakukan sanksi ganti kerugian secara perdata, sanksi administrative, dan sanksi
pidana sebagai ultimum remedium.

4.1 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai
berikut:

1. Hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
pembentukan Undang-Undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-undang
nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan hendaknya Pemerintahan Daerah selaku
pemegang kekuasaan pembentukan Peraturan Daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah
tentang Perlindungan hukum terhadap pangan lokal

2. Pengaturan norma meliputi: Pengaturan mengenai produksi, distribusi, pemasaran, budidaya
pangan lokal, perlindungan paten dan rekayasa genetik pangan, perlindungan produsen dan
konsumen pangan lokal serta jaminan keamanan pangan lokal. Pengaturan dalam bentuk
Undang-Undang tentang pangan lokal mencakup perlindungan merk dagang pangan lokal,
hak paten pangan lokal, dan menjamin ketersediaan pangan secara berkesinambungan.
Pemerintah turut bertanggung jawab terhadap keamanan pangan. Penyelesaian sengketa
terkait persoalan pangan lokal diselesaikan dengan mengutamakan mediasi para pihak. Pada
tingkat litigasi, memberlakukan sanksi ganti kerugian secara perdata, sanksi administratif,
dan sanksi pidana sebagai ultimum remediu
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